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BUPATI JENEPONTO

PROVINSI SULAWTSI SELITTAN

PIERATURAIT BUPATI JENEPC'NTO
NOMOR IT TATIUN 2OL7

TENTAITG

TATA CABA PEMBAGIAN DAN PENBTAPAN RINCIAil AIPI{ASI DANA DESA
SBIIAP DESA DAN PRIORITAS PENGGUNAAII ALOKASI DANA DESA

I(ABUPATSN JENEPONTO TAIIUI ANGGARAN 2OI7

DENGAN RAIIMAT TTIIIAN YAITG MAHA ESA

Menimbang; :4.

BT'PATI JENEPOIITO,

bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
pembangunan di Desa, Penyelenggaran Pemerintahan,
Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa, serta sebagai pelaksanaan ketentuan
Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah
l{omor 43 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksanaan
IJndang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ot4 tentang Desa,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tah:un 2O15 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2074,
bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kota
rnengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah KabupatenlKota Alokasi Dana Desa
(ADD) Setiap Tahun Anggaran, yang dananya
bersumber dari Dana Perimbangan, maka perlu
rnenetapkan besaran Alokasi Dana Desa (ADD)
Ifubupaten Jeneponto Tahun Angaran 2076;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huru'f a, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Jeneponto.

IJndang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II
di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 74) Tarrrbahan Lembaran Negara
lRepublik Indonesia Nomor L822),;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun
L999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan
lBebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
lNegara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
3851);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2OO3 tentang Keuangal Negara (Lembaran Negara,
Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tarnbahan 
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b.

2.

3.



Lembaran Negara Repubtik Ind.onesia Nomor a2g6l;4. undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2ao4 tentang perbendaharaan Negara (LembaranNegara
Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor s, Tamb.t.r,
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);5. IJndang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun2oa4 tentang perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan pemerintahan Daerih (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2ao4 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
aa3g;

6- undang-undang Republik Indonesia Nomor 2g rahun
2oo9 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oog
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Repubrik
Indonesia Nomor 50a9);

7. undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2ot4 Nomor 7, Tambahan Lembaran

, lilegara Republik Indonesia Nomor 5a95);
8- Llndang-Undang Republik Indonesia }iomor 23 tahun

2al4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Neagra
Rlepublik Indonesia tahun 2al4 Nomor 244, Tarnbalian
Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor 55g7)
srebagaimana telah diubah beberapa kali terakhii
dengan Undang Undang Nomor O9 Tahun 2015
tentang perubahan kedua atas Undang Undang
Nomor 23 Tahun 2oL4 tentang pemerintah Daeraf,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

9- undang - undang Republik Indonesia Nomor 3o rahun
2414 Tentang Adminitrasi pemerintahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor : 292,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
: 5601);

1o. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66
Tahun 2oaL tentang Retribusi Daerah (Lembaran
N,egara Republik Indonesia Tahun 2OO1 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
alse);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4z
Tahun 2ols rentang perubahan atas peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2ol4 tentang peraturan
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tlhun 2Ol4
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539)

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun
2AL4 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 2A9Sl;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 04
Tahun 2A16 tentang pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah {Lembaran Daerah Tahun 2016
Nomor 2a6);

14. Peraturan Daerah Nomor OZ Tahun ZAIT tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ApBD)l
Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2OLT (Lembaran 
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MenetaPkan

DaerahKabupatenJenepontoTahunZOLTNomor2SO);
15. Peraturan frp"ti Kabupaten Jeneponto Nomor 11

Tahun zoill- lJitang Penjabaran Anggaran Pendapatan

a; Belanja b""tlrt 6PBD] I.<abuq3ten Jeneponto

'ltahun a.rgg.t*t' 2A1'7 (Berita Daer.alr Daerah

Kabupaten ;?rr"ponto Tahun 2017 Nomor 1 1 )'

MEMUTUSI(AN :

PTRAT]URAN BIIPATI TEITTANG TATA CARA PEMBAGIAT{

DANPENETAPAI{nrrcrerrAI0I{ASIDANADESASEIIAP
DESADANrntonrtlsPEIIGGUIIAANAI.(}I{ASIDAI{A
DISA TTUPEiEX JEITEPONTO TAITUN AITGGARAil

20L7

(1)

(21

(3)

BAB I
IIEIENTUAN I'IIIUM

Pasal 1

Desaadalahkesatuanmasyarakathukumyangmemiliki
Latas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

*.rrgu**i ,tusrrt Pemerintahan kepentingan
:rnasfarakat setempat berdasarkan prakar$a masyarakat
hak asal usul hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam system pemerintahan kesatuan Republik
nndonesia;
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut nama
lain dibantu oleh perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara urusan Pemerintahan Desa
Atotcasi n"rr" Desa selanjutnya disingkat ADD adalah
Dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah
dikurangi Dana Alokasi Khusus;

(4) Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa
selanjutnya disingkat RPJMDes adalah Rencana
kegiatan untuk Pembangunan Desa selama 6 (enam)
tahun;

(5) Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disingkat
RKPDes adalah penjabaran dari RPJMDes untuk jangka
waktu (satu) tahun;

(6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya
disingkat APBDes adalah rencana keuangan Tahunan
Pemerintahan Desa;

(7) Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari
kekayaan Desa, dibeli atam diperoleh atas beban APBDes
atau perolehan hak lainnya yang sah;

(8) Barang Milik Desa adalah adalah kekayaan milik Desa
berupa barang bergerak dan tidak bergerak.

PEIYETAPAN RIITCIAiTLSI{ASI DANA DESA

Pesat 2

(1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan dalam errgg* r, fh



Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ADD setiap

rrr ffi;"3#**rmana dimaksud dialokasikan paling sedikit

LCIo/o atau harus menyesuaikan dengan kondisi

keuangan f"U,rp*t"tt- aari Dana perimbangan yang

diterima KJ;p"i; dahm Anggaran Pendapatan dan

Eelanja O*",#-*&lah dikurangi Dana Alokasi Khusus;

(3) ADD dibagi ke - setiap Desa den-gan mempertimbangkan

a. Kebutuhan 
- 

fenghasilan Tetip Kepala Desa dan

Perangkat Desa;
b. Jumlah penduduk Desa' Angka Kemiskinan Desa'

Luas Witayatr dan Tingkat kesulitan Geografis Desa'

(4) Bupati *"rr"t*pk*,, besaran penghasilan tetap yakni :

a. KePala Desa
b"Sekretari"Erru paling $edikit 7Oo/o dart pating banyak
' 

80% dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan ;

c" perangkat D""*" selain sekretaris Desa paling sedikit

5o%danpalingbanyak6o"/gdaripenghasilantetap
KePala Desa Per bulan'

Pasal 3

(1). Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala ngil
dan perangLat Desa disesuaikan dengan kondisi

keuangan APBDeS;
(2). "{DD dlgunakan untuk kesejahteraarT. masyarakat Desa.

ksal r*

(1) Untuk mendaPatkan rincian ADD
menggunakan perhitungan

tiap Desa

ADD$.a"*
Alok{si Dasar
Alokdsi Formula /Desaii

:i

I

!

= Alokasi Dasar + Alokasi Formula
= Alokasi Rata-rata SilTapo"*
= lAlrf,)r"b - sil?apr"rl x {(2s% x zrf +

{{35o/o xzzl + {(1O% xzsl + {(3oolo x%41\

,Jumlah Penduduk desa bersangkutan dibag total penduduk desa
kabupaten

, Jqmlah Pendqduk Miskin desa bersangkutan dibag tptal penduduk
Miskin Desa kabupaten
, Luas Wilayah desa bersang!<utan dibag total luas wilayah desa
kabupaten
, IKG desa bersangkutan dibagi dengan Total IKG desa Kabupaten I
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BAB V

PRIORITAS PENGGTTNAAN ADD

Pasal 7

(1)PenghasilanTetapKepalaDesadanTunjal}ganKepalaDesa
i;i Penilhasilan Tetap d,t'Tqlan 3n Perangkat Desa;

tCi ru":""gan Operasional-Badan Permusyawaratan Desa;

t*i op"r*"Ional 
'pemerintahan Desa : perjalanan Dinas dalam

daerah dan luar daerah, serta luar Provinsi;
(5) Keperluan Alat Tulis Kantor, dan Buku Panduan Adminitrasi

Kantor Desa;
(6) Insentif *k rn tetangga dan rulmn warga yaitu bantuan

kelembagaan yang aigtrnakan untuk operasional

(7) Barang l;-ventaris-Kantor Desa yang dijadikan Milik Aset Desa

dan tidak aip"rt"rrankan dicairkan apabila dijadikan milik
pribadi;

(g) Pelatihan dan kursus bagr peningkatan kapasitas perangkat

Desa;
(9) Rehabilitasi Kantor Desa sesuai kondisi kerusakan dibuktikan

dengan .dokurnentasi F.oto Nol lokasi;
(1O) pemlbangunan Kantor Desa dapat dilaksanakan jika

mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Daerah' Status
ianah y"rrs "k"n 

dibangun tidak dalam keadaan sengketa
dan sgdah menjadi Aset daerah atau Desa, sesuai dengan
proses pengalihan berdasarkan ketentuan yang berlaku;

(1O) ""*rr" Program prioritas yang tidak terakomodir dalam
Penganggaran Dana Desa sesuai Peraturan Menteri Desa,
pDT; dan fransmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Ta5run
2Ot6, maka diperbolehkan menggunakan ADD jika sesuai
dengan kewenangan lokal Desa.

(1)

{2}

t3)

t4)

BAB VI

PRIITSIP PEITGEIOI,AAIT AI}D

Pasal I
pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian Yarrg tidak
terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APB
Desa;
Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan,
dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan
melibatkan urisur lembaga kemasyarakatan di desa;
$eluruh kegiatan harus dapat dipertanggungiawabkan
secara administrasi, teknis dan hukum;

ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat,
terarah, dan terkendali serta harus selesai pada akhir
bulan Desember;
Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai indikator
keberhasilan pelaksanaan ADD antara lain :

a. Meningka.tnva pengetahuan raasyarakat tentang ADD
dan penggunaarnya;

b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam
Musrenbang Desa dan pelaksanaan pembangunan
desa: I
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c.

d.

e.

f.

Terjadi sinergi antara kegiatan yang dibiayai ADil-
dengan program-progran pemerintah lainnya yang
ada di desa;
Tiagginya kontribusi masyarakat dalam beatuk
swadaya msyarakat terhadap pembangunan yang
dilaksaaakan di desa;
?ingkat penyerapan tenaga kerja lokal pada kegiatan
pembangunan desa;

{rb'

Kesiatan yang didarrai sesuai dengan
direncanakan dalam APB Desa;
?edadirrya peningkatan pendapatan

yang telah

asli Desa.

(1).

(2).

BAB VII

PENGAWASAN ADD

Pasal p

Pengawasan dilaksanakan sebagai bentuk pengendalian
terhadap pelaksanaan ADD. ;
Hal - hal yang perlu diperhatikan dalam pengawasan ADD
adalah sebagai berikut:

Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan ADD
dilakukan secara fungsional oleh pejabat berwenang dan
oleh masyarakat sesuai perundang - undangan yang
berlaku;
Dalam Organisasi pemerintah desa secar€L rutin setiap 3
(tiga) bulan sekali Kepala Desa melaksanakan
perneriksaan terhadap adminitrasi keuangan ADD yang
dilakukan oleh bendaharawan dan dibuktikan dengan
Berita Acara Pemeriksaan Kas
Diluar Organisasi Pemerintah D€sa, kngawasan
dilakukan Oleh Bupati sesuai Pasal 222 Ayat 3 Undang -
Undang Nemor 32 Tahun 2AO4 tentang Pernerintah
Daerah menyebutkan pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan Pemerintah Desa dikoordinasikan oleh
Bupati atau SKPD yang ditimpahkan T\rgas yang
membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk
melakukan asistensi, Monitoring dan Evaluasi;
Aparat pengawasan yaitu Inspektorat Kabupaten sebagai
Aparat Pengawasan Internal Kabupaten yang merupakan
pengawasan umum terhadap penyelenggaraan
Pemerintahan Desa.

BAB VIII
K TENTUAN PEITUTUP

Pasal 1O

De:ngan Berlakunya Peraturan Bupati tentang Tata cara
pembagian dan penetapan rincian Alokasi Dana Desa dan
priroritas penggunaan Alokasi Dana Desa Kabupaten
Jeneponto Tahun Anggaran 2A17, maka Peraturan Bupati
Norreor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penetapan Alokasi
Dana Desa, dinyatakan di cabut dan tidak berlaku taSi. 
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Pasal 11

Peraturem Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiagr orang mengetahuinva* memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
l^1^* D^.-:+^ T-r^^-^l^ T1^1^,,-^+^- Ta*a*aq+aLla.lAlr.r. .l-)Er rLa rJcLvr o.rr ha,rrr.rPa-LLl.r (,LI.I.\,IJ\r].rL\r.

Ditetapkan cii : J-eneponto
i)n,-a i.i tlrrrr.] i , ZO AFBIL 'ZV L /r uuq L4r.66..,u

I

flpra.v v4'61A

PMb

l".i

Diundangkqn di
n^i^ +^---*^1raua. Li1irH,liil

: Jeneponto
: er ApRru Z,tJLI

BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2Afi NOMOR IZ

i)^-- L.- ^ i i+^--- HE ^.1-,^r Errrlrllrct L, Lar'Irraa rYrar-(l-YcL

L966042A 1991031 008



6
ai

.i

&
sql1

rn

s
.d
q

q{
{i
*

6
&

s
6

d,

"is
d
fi

s
s
di
6

Ia
da
6*4.(
s

z
2
=(9
(?
z
E
Itt

:=<

AE

9n
Z,q4tzfa
8Hs=
tl.2tu=

ET
*o
;:zaov4
SH<H
2z<E
E:EE=
-6es
d.6

z-
&IE
z

zg

E

=ljja
aFZoa
LU
2.
r]J

F
fr.r:])rt=6HF
Si-r
=(Ed-FF- f\

Pdo_._ s(

i:Lc'^Od0
=c uo

5Y F



.. l:

t
;..d

:1 5 i:i
Z.ii€i<
:1

.a
,'A
,,9

{
N
H
dl

-i


